

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 %Wm
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
‘sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

157);

10, Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2015

tentang Penyelengparaan Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 86};

11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2019

tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor
214, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 10},

12 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Bima
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota
Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Bima Nomot 103;

13, Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 9
Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 701;
14. Pismtumn Walﬂmt& Em:a Namnr TE Tﬂhﬂn 2021 tentang
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No. Dokumen @ 07
Rewsi

ToElekit 4. 2.2575

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEKTOR PERTANIAN

KBLI (seluruh KBLI Sekior Pertanisn)

Ruang Lingkup
Kegiaten | Sehrun

Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan Terpadu Satu

ang tarkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
Uraian
1 |Persyaratan a Administresi (dokumen as yang discan) :
1 Foto Copy KTP

2 Foto copy NPWP Pribadl/ Perusahean

3 Email aktif perusahaan

4 Nomor Hp aktif

5 Jiks Berbadan Hukum, fampirkan akta pendinan perusahsan/ SK AHU Perusahaan
b Teknis, meliput :

1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBU Kegiatan Usaha

2 |Sistem Mekanisme dan
Prosedur Pelaku Usaha e

Permohonan Perizinan
Berusaha Melalul 055
Tidak
Verifikas|
Ya
r
Kepala Dinas ]
SS/1zin/PB UMKU
3 [Jangka Waktu Petayanan Berdasarkan Risiko pada KBL| Kegiatan Ussha
4 |Masa Beraku Bordasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ads biaya/Tarif
8 |Produk Pelayanan NIB, Sertifkat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis SS Terverifikasi, PB UMKU
7 |Penanganan Pengaduan, 1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasl
Saran dan Masukan 2 Kotak Saran

3 Surat Rengaduan  :JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Keo. Rasanae Barat kotabima

4 E-mall : dpmptsp.kotabima@gmail.com

5§ Website . www dpmptsp bimakota.go.id

6 Media Sosial Facebook . dpmptspkotabima

7 Telp. Fax 037443214

B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufactuning) meliputi
No | Komponen Uratan
1| Dasar Hukum 1 Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang -~ Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3 Peraturan Pemenntah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Rislo.




4 Peraturan Pemerintah Mo, 6 Tahun 2021 fentang Penyelenggaraan Perizinan Benmsaha di Daermh.
5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 lenang Penyetenggaraan Perizman Bidang Pertanian

& Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan Reformasl Brokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan ¢ Lingkungan Kementenan Pendayagunaen Aparate Negara dan
Reformast Baokrasi.

7 Perahuran Manted Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl Birokrasi Momor 35 Tahun 2012
Tentang Padoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Adminestrasi Pemarintahan

B Peraturan Menterl Pertanian Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kepistan Usans dan standar
Produk pada Penyelenggaran Pertzman Berusaha berbasks Risiko sekior Perlanian

9 Pearaturan Wallkota Bima Nomor B2 Tahun 2021 tentang Panyelenggarasn Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

10 Peraturan Walikots Bima Nomor 78 Tabun 2021 tentang Pedelegesian kewenangsn Fenyelenggaraan
Perizrinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Pensnaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saly
Pintu Kota Bima.

Sarana, Prasarana, dan/atau |ATK Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursl, Internel, ruang konsultasi fasilitasi,
Fasilitas Perengkapan Survei.

Kompetensi Pelaksana 1 Mampu berkomunikas! dengan balk
2 Memahami Regulasi Terkall dengan sekior Pertanian

2 Mampu mengoperashiian Komputer
4 Memahami tehapan kerja (prosedur)

Pengawasan internal 1 Kepala Dinas

2 Sekretaris

3 KoordnatorPengendall Mutu

4 Sub Koordinator/Pengendall Teknis

Jumilah Pelakrana Tentativ (Maksimal 5§ Orang)

Jumings P Pengurusan izin yang Trenaparan, Cepat dan Akuntabel.

—

Jaminan Keamanan dan Izin dari 053 dijamin keabsahanmya
Keselamatan Peleyanan

Evaluasi Kineria Pelakeana |3 (bga) Bulan Sekali

AL P Tt
O FELA S0 1
BATY PiRTY

k‘\_* Gy _Iu
\‘\ Ty TRE507#29200501 1004

&
e




No. Dokumen . D3
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS :
RISIKO SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN [Revis
KBU (seluruh KBLI Sektor Lingkungan
Hidup dan Kelawtan)
Ruang Lingkup
Kegiatan Sefuruh
Unit Kerja : Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima
Ao » Standar Pelayanan yang terksit dengan proses penyampalan pelayanan (service delivery) meliputi :
No. |Komponen Uraian
1 |Persyaratan 8 Administrasi (dokumen asll yang discan)
1 Foto Copy KTP
2 Foto copy NPWP Pribadl Perusahaan
3 Emait skiif perusahaan
4 Nomeor Hp akiif pemiik usaha
5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akia pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan
b Teknis, meliputi
1 Berdasarkan Jems Risiko Datam KBLi Kegiatan Usaha
2 |Sistern Mekantsme dan
Prosedur Petaku Usaha
Permohonan Perizinan
Berusaha Melalui 055
Ya
’
Kepaia Dinas
3
SS/IZIN/PEB UMNKU [r———————
Jangka Waktu y
3 P Berdasarkan Risiko pada KBLI Keglatan Usaha
4 |Masa Berlaku Berdasarkan Risiko pade KBLI Kegiatan Usaha
5 [Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk Pelayanan NIB, Sertifkat Standar, Sertifikat Stendar Terbit Otomatis SS Terverifikasi, PB UMKU
7 |Penanganan 1 Customer Service : Ruang Fasitasi dan Konsultasi
Pengeduan, Saran dan| 2 Kotak Saran
Masukan 3 Surat Pengaduan JL.Gajah Mada Ne.10 Kel. Pane Kec, Rasanse
Barat Kota Bima
4 E-mail dpmptsp kotabima@gmail.com
5 Website www dpmpisp birnekots go id
6 Media Sosial Facehaok - dpmpispkotabima
7 Telp. Fax 0374-43214




No. Dokumen - 04

Rewvisi
TOLENE: 1 <2- 082

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAMA
BERBASIS
RISIKO SEKTOR PERINDUSTRIAN

(selruh KBLI Sektor
KBL! Perindustrian)
Ruang Lingkup
Kegi Seluruh
Unit Kerjs Dinss Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima
Al p 3
No. |Komponen Uraian
1 |Persyarsatan a Administrasi (dokumen ask yang discan) ;
1 Foto Copy KTP
2 Foto copy NPWP Pribadl/ Perusahean
3 Emait aktif perusahgan
4 Nomor Hp aktif pemibk usaha
§ Jika Berbadan Hukum, lampirkan akia pendinan perusahaary SK AHU Perusahaan
h Teknis, meliputi
1 Ber
2 |Sistem Mekanisme dan
Prosedur
Permohonan Perizinan
Berusaha Metalui OS5
Tidak
Ya
-
Kepala Dinas
-
SS/izin/PB UMKU
Jangka Waktu 2
3 Pelsvanan Berdasarkan Rislko pada KBLI Kegiatan Usaha
4 |Masa Berlaku Berdasarkan Risiko pada KBL! Kegiatan Usaha
5 |Biaya/Teril Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk Pelayanan NIB, Sertifkat Standar, Sertifikat Standar Terbt Otomatis SS Terverifikesi, PB UMKU
7 |Penanganan 1 Customer Service Ruang Fasiltasi dan Korsultesi
Pengaduan, Saren dan| 2 Kotak Saran
Masukan 3 Surat Pengaduan JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Keo.
Rasanae Baral kotabima
4 E-mall dpmptsp kotabima@gmail.com
5 Woebsite www.dpmptap bimakots go.d
6 Media Sosial Faoebook ' dpmptspkatabima
7 Telp. Fax 037443214




| [manudacturmg | melir

mhmm“mmmw

Mo. | Kempaonen

Liraian

1 Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tertang Clpta Kerje

3 Peraturan Pemenntah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyalenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.

4 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Dserah,

5 Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2021 lentang Penyelenggaraan Pesirinan Bidang
Perindustrian

6 Peratwan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolrasi No. 19 Tahun
2021 fertang Stundar Pelayanan o Lingkungan Kementerian Pandayagunaan Aparatu
Megara dan Reformasi Birokrash

7 Peraturan Mentar Pendayagunasn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl Nomor 35
Tatwun 2012 Tentang Pedoman Pemusunan Standar Operasional Frosedur {SOP)
Administrasi Pemerintahan,

8 Peraturan Menten Perindustrian Rl Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
dan Produk pada Penyelenggaraan Peririnan Berusaha Berbasis Risika Seldor

10 Peratumn Walkota Bima Momor 69 Tahun 2021 lentang Pemyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasi Risko

11 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewsnangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasia Riglks Kepada Dines Penanaman Modal

_dan Pelayanan Terpadu Saty Pint Kota Bima,

2{Sarana, Presarana,
dan/atau F aslitas

ATK, Komputer, Printer, Scanmer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, inlemet, ruang
konsultasi fesifitasi, Perenglupan Surval,

I Kompetansi Pelaksana

1 Mampu berhomunikasi dengan beik

2 Memehami Rogulas Terkait dengan sekior Perindustrian
3 Mempu mengoperasikan kompurtar

4 Memahami tahapen kera (prosedur)

4|Pengawasan Intemal

1 Kepata Dinas

2 Sekretars

3 KoordinatorPengendali Mut

4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis

5| Jumiah Peisksana Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6§|Jaminan Pelayanan | Pengurusan izin yang Tranepsran, Cepet dan Akuntabel.
7|Jaminan Keamanan  |izin dan 0SS dijamin keabsahannya
dan Keselamatan
Pelayanan
8| Evaluasi Kinerja 3 (tiga) Bulan Sekah
| iPelaksana

Kota Bima, 4—2 — 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

) T, FERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
AP

DeAS FEMAKASLM
AN PELAT AN TESF AL




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEKTGR EHERGI SUMBER UAYA MINERAL

No. Dokumen : OF

Revisi v
Tgl. Efektif ; 4- 2-2622

KBLI seluruh KBLI Sektor ESDM
Ruang Uingkup
Kegiatan Seluruh

Unit Kedja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

No. | Komponen Uraian
1 |Persyaratan a8 Administrasi (dokumen asii yang dscan) ©
1 Fote Copy KTP
2 Folo copy NPWP PrihadV Perusahaan
3 Emall aktif perusahaan
4 Nemor Hp aktif pemiik
$ Jike Berbadan Hukum, lampirkan akta pondinan porusahaan/ SK AHU Perusahaan
b Teknis, meliputi -
1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLt Kegialan Usaha
2 |Sistern Mekanisme dan
Prosedur
Pelaku Usaha 4 S—
Tidak Permchonan Perlzinan
Berusaha Metalu!l 055
Ya
r
Kepala Dinas
1
$S/izin/P8 UMKU #
Jangka Waktu .
3 ki Berdasarkan Risiko pada KBLI Keglatan Usaha
4 |Masa Berlaku Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5 |Biaya/Taril Tidak ada blaya/Tarnil
6 |Produk Pelayanan N'B, Sertifkat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis SS Terverifikasl, PB UMKU
7 {Penanganan 1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsulias:
Pengaduan, Saran dan| 2 Kotk Saran
Masukan 3 Sural Pengaduan JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec Rasanze Barat
kotabima
4 E-mail dpmptsp kotabima@gmail.com
$ Website www.dpmptsp bimakota go id
6 Media Sosial Facebook : dpmptspkotabima
7 Telp, Fax 037443214




1 Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tertang Pelayanan Publik

2 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kenja

3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Rislko

4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,

5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Panyelenggaraan Bidang Energl Sumber
Daya Mineral.

6 Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatr Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Peryusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pamerintahan,

7 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI Nomor § Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Rislko Seklor Energ
Sumber Daya Mineral

8 Peraturan Walikote Bima Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pesizinan Berusaha
Berbasis Risiko

9 Peraturan Walkota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan
Penyelenggaraan Pevizinan Berusaha Berbasis Risikn Kepada Dinas Penanaman Modai dan
Pealayanan Terpadu Satu Pintu Knts Bima.

2|Sarana, Prasarans,

ATK, Kompuster, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, intemet, fuang konsultasi

dan/atau Fasiftas tasilitasi, Pedengkapan Survei
3{Kompelens: Pefaksana | 1 Mampu berkomunikast dengan baik
2 Memahami Regulesi Terkait dengan sektor Energi Sumber Daya Mineral
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan intemal | 1 Kepala Dinas
2 Sekretarns
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5{Jumiah Petaksana Tentativ (Maksimal 5 Orang)
CJ. Pelsyanan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7|Jaminan Keamanan  |[zn dari OSS dyamin keabsahannya
dan Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi Kinerja 3 (6iga) Bulan Sekal
Pelaksana

Kota Bima , 4 — 9 - 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Peuvm_mm o TU PINTU KOTA BIMA
/Z QAL

.
*\




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS

No. Dokumen . A&

RISIKO SEKTOR KETENAOA NUKLIRAN Revisi
Tal. Efektd 4_2 ’7022
KBLI seluruh KBLI Sektor KETENAGANUKLIRAN
Ruang Lingkup .
Kegiatan Seiurub
Unit Ke . Dines Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima
- e el - _
1 {Persyaratan a Administas (dokumen asli yang discan)
1 Foto Copy KTP
2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan
3 Emad aktif perusahaan
4 Nomor Hp aktif pemiiik
5 Jika Berbadan Hukum, lsmpirkan skia pendirian perusariaan/ SK AHU Perusshaan
b Teknis, meliputi :
1 Berdasarkan Jenis Rigiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2 |Sistem Mekanisme dan
Prosedur M Petaku Usaha H 3
Permohonan Perizinan
Berusaha Melalui 0SS
Ya
-
Kepala Dinas ]
L
SS/ZIN/PBUMKU [ ——————
_-’—
Jangka Waktu ’
3 P Berdasarkan Rasiko peda KBLI Kegistan Usaha
4 |Masa Berlaku Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5 |Biaya/Terit Tidak ada biaya/Tarif
6 {Produk Pelayanan NIB, Sertifkat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis. SS Terverifikasl, PB UMKU
7 |Penanganan 1 Customer Service : Ruang Fesitasi dan Konsultas
Pengaduan, Saran dan| 2 Kotak Saran
Masukan 3 Surat Pengaduan JL Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat
kotabima
4 E-mail dpmptsp kotabima@gmail.com
5 Website www.dpmptsp bimakota.go.id
6 Media Sosiai Facebook ; dpmptspkotabime
7 Telp. Fax 0374-43214




1 Undang - Undang No. 2% Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipts Kerja

3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 fentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko

4 Peratutan Pemerintah No. & Tahun 2021 tentang Penyeienggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara den Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan.

6 Peraturan Badan Pengawes Tenaga Nukiir Rt Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegistan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Ketenaganukiran

7 Peraturan Waikota Bima Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Benusaha
Berbasis Risiko

8 Peraturan Watkota Bima Nomor 76 Tanun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan
Penyelenggataan Parizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan

Pelavanan Terpady Saty Pintu Kota Bima.

2|Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasiiites

ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kurst, intemet, ruang konsultasl
fasiitasi, Periengkapan Survel

3| Kompetensi Pelaksana

1 Mampu berkomunikasi dengan baik

2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Ketenaganukliran
3 Mampu mengoperasikan komputer

4 Memahami tahapan kerja {(prosedur)

4 |Pangawasan Intemal

1 Kepala Dmas

2 Selvetaris

3 Koordinator/Pengendal Mutu

4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis

5|Jumiah Pelaksana

Tentativ (Maksimal 5 Orang)

Jaminan Pelayanan

Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

Pelayanan

-~

[zin dan OSS dijamin keabsahannya

B|Evaluast Kinefja
Peaiaksana

3 (tiga) Bulan Sekali

Kote Bima , 4~2 - 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
SATU PINTU KOTA BIMA




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS

No. Dokumen | 07

Revisi
RISIKO SEKTOR PERDAGANGAN THEe 4074,
KBLI (seluruh KBLI Sektor Perdagangan)
Ruang Lingkup
Kegiten | Sk
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Yerpadu Satu Pinfu
meliputi :

Uraian

a Administrasi (dokumen asli yang discan) -

1 Foto Copy KTP

2 Fato copy NPWP PribadV Perusahaan
3 Emai aktif perusanaan

4 Nomor Hp aktif

§ Jika Berbadan Hukum, iampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan

b Teknis, metiput .

1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBL! Kegiatan Usaha

2 |Sistem Mekanisme dan

Tidak

p—bl i, T

Permohanan Perlzinan
8erusaha Melalul 0SS

2 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tantang Ciple Kerja

Varifikasi
Ya
Kepala Dinas ]
55/1zin/PB UMKU
3 |Jangka Waktu Pelayanan Bardasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4 |Masa Berlaku Berdasarkan Risiko pada KBL! Kegiatan Usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada blaya/Tarif
8 |Produk Pelayanan NIB, Sertifkat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7 |Penanganan Pengaduan, 1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Kensultasi
Saran dan Masukan 2 Kotak Saran
3 Surat Pengaduan  : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat kotahima
4 E-mai dpmptsp.kotabima@gmail com
5 Website www.dpmpisp bimakota.go.id
6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabima
7 Telp. Fax 1037443214
8 1ponen Standar Pelayansn yang terkail dengan prosss pengeioiaan pelsyanan dintemal orgmmas: (MamAscuring)
3
No |Komponen Uraian
1| Dasar Hukum 1 Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk




Peraturan Pemerintah Mo. 5 Tahun 2021 teatang Penyelenggeraan Pertzinan Bejusaha Berbasis

Rislko.
Persturan Pemerintah Mo. 5 Tehun 2021 tentang Penyelenggarasan Perzinan Barusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tehun 2021 tentang Penyelenggarasn Perizinan Bldang Pardagangan.

Peraturan Menten Pendayagunasan Aparets Negara dan Refermasi Birokrasi No. 18 Tahun 2021
lentang Standar Pefayanan o Lingkungan Kementeran Pendayagunasn Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Peraluran Menteri Pendeyagunazan Apartr Negara dan Reformas! Birokrasi Momor 35 Tehun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemenntehan,

Peraluran Menteri Perdagangan Ri Nomer 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Benssaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan
Peraluran Menten Parekraf Memor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar / Rumah Minum

10 Posaturan Walikats Bima Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyslenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko

16 Peraturan Walikata Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan

Penyeienggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

Sarana, Prasarana, dan/atau
Fasilitas

ATK, Kompuster, Printer, Scanner. Telepon, Ruang Kerja, Meja, Mursi, internet, ruang konsuftasi fasiitas,
{Perenghapan Survel

Kompatensi Pelaksana

1
2
3

Mampu berkomunikasi dengan bask
Memaharmi Regulas! Terkait dengan sektor Perdagangan
Mampu mengopemsikan komputer

4 Memahami lshapan kerja (prosedur]
Pengawasan mermal 1 Kepsia Dinas
2 Sekretars
3 KoordnalonPeangendadi Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendall Teknis
Jumlah Petaksana Tentativ (Maksimal 5 Orang)
o Pel Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Aluntabel.
Jaminan Keamenan dan |zin dari OS5 dijamin keabsaharnys
Keselamntan Peleyanan
Evaluasi Kinorja Pelaksana |3 (tiga) Bulan Sekal

Kota Bima , <j —7.~ 2022
KEPALA DiNAS PENANAMAN MODAL DAN
TU PINTU KOTA BiMA




No. Dokumen . 08
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS .
RISIKO SEKTOR PUPR Reviel

To.Etektt  : 4 9 o0

KBLI (seluruh KBLI Sektor PUPR)
R Lingkup
":(""mm Seluruh
Untt Kerjs . Dinas Penananaman Model dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima
. |Komponen Uraian
Persyaratan a Administrasi (dokumen ash yang discan)
1 Foto Copy KTP

2 Foto copy NPWP Pribadi Perusahaan

3 Email aktif perusahaan

4 Nomor Hp aktif pemilik usaha

5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusshaan/ SK AHU Perusahaan
b Teknis, meliput :

1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha

Sistem Mekanisme dan
Frosedr .mu.,[ Pelaku Usaha }-— —

{ Permohonan Perizinan ]

Berusaha Melalul OS5

¥

Ya

'8

- ]
|

M —_— —

"’,;":m""“ Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4 |Masa Beraku Berdasarkan Risiko pada KBL| Kegiatan Usaha
5 |Biaya/Tanf Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk Pelayanan NIB, Sertifkat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis SS Torverifikasi, PB UMKU
7 |Penanganan 1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasl
Pengaduan, Saran dan | 2 Kotak Saran
Masukan 3 Surat Pengaduan JL.Gajah Mada Nc.10 Kel, Pane Kec
Rasanae Barat kolabima
4 E-mail : dpmptsp kotabima@gmail.com
5 Website ¢ www.dpmptsp.bimakota.go.id
6 Media Sosial Facebook . dpmptspkotahima

7 Telp, Fax : 0374-43214

\




Uraian

Undang — Undang Ne. 25 Tahun 20049 tertang Pelayanan Publik

Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipla Kara
Peraluran Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berussha Berbasis
Risiko

Poraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraen Periznan Borusaha df Daerah.

Fearaturan Pemerintah Nomar 13 Tatun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor
§ mhun 2017 tentang Arsitek

Peraturan Pemeriniah Nomer 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomer
28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasl Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pemyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Adminisirasi Pemerintahan

10 Peraturan Walkota Bima Nomos 68 Tahun 2021 tenteng Penyelenggaraan Perizinan Bensaha
Berbasm Risiko

11 Peraturan Walkota Bima Nomer 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan
Penyetengparaan Perizinan Berssaha Berbasia Risiko Kepads Dmas Penanaman Modal dan

Petsyanan Terpadu Salu Pintu Kota Bima.

L)

Sarana, Prasarana,
dan/atau Faaitas

ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kural, Intermet, ruang konsiltasi 1asilitas:,
Parlangkapan Survei,

Kompetenal Pelaksans

Mampu berkomunikas: dengan bask

Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Pekorjaan Umum dan Perumalan Rakyat
Mampu mengoperasikan komputer

Memahami ishapan kerja (prosadur)

Kepala Dinss

Seloetarn

KoordinatornPengandall Mutu

Sub Koordinator/Pengendall Teknis

ol R o= 3 R ==

Jumlah Pelaksana

Tentatv (Maksimal 5 Orang)

Jaminan Pelayanan

Pengunsan tzin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.

T

Jamman Keamanan
dan Keselamatan
|Pelayanan

Izin dari 0SS djamin keabsahanmma

|Evaluasi Kinerja
Peinksana

3 (tiga) Bulan Sekali

KotaBima . 4~ 2 - 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

FE}J“'WW PINTU KOTA BIMA
’ -3.'-HTA.5-4_._\

.|_"-_,. —
g




No. Dekumen | 09
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEKTOR TRANSPDRTAS! Revisi
Tgl Efektif - 4-~2-2022
KBLI (seluruh KBLI Sektor Transportasi)
Ruang Lingkup =
Keglatan S

Dinas Penananaman Moda! dan Peiayanan Terpadu Setu Pinty Kota Bima

Urslan

Persyaratan a Adminéstrasi (dokumen ash yang discan)
1 Foto Copy KTP
2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan
3 Emai aktif perusahaan
4 Nomor Hp aktif pemilik usaha
5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendinan perusahaan/ SK AHU Perusahaan
b Teknis, meliput :
1 Berdasarkan Jenie Risiko Dalam XBLI Kegiatan Usaha
2 |Sistem Mekanisme dan
Prosedur 4 Petaku Usahs
Permohanan Perizinan
Tida Berusaha Meiatui 0SS
Verifikas|
Ya
r
Kepala Dinas
1
SS’QU\I” UMKU ﬁ
| S s
Jangka Wskiu "
3 Pel Serdaserkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usahe
4 [Masa Berlaku Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk Pelayanan NIB, Sertifkat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis SS Terverifikasi, PB UMKU
7 |Penanganen 1 Customer Servioe : Ruang Fasitasi dan KonsuRasi
Pengaduan, Saran dan| 2 Kotak Saran
Masukan 3 Surat Pengaduan JL Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kso.
Rasanae Barat kotabima
4 E-mall domptsp kotabima@gmail.com
5 Webesite www.dpmpisp bimakota.go id
6 Media Sosial Facebook : dpmpispkotabima

7 Telp. Fax

037443214




8 m&“nmmmwmuwhﬂ

e — P

Komponen

Uramn

Dasar Hukum

1 Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tenteng Pelayanan Pubitk

Undang - Undang No. 11 Tatun 2020 tentang Cipta Kerja

3 Peraluran Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko,

4 Peraturan Pemerintah No. § Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ol Daorah.

Peraturan Pamerintah Momor 30 Tahun 2021 tertang Laku Lintes Anglutan Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Bidang Petayaran

Peraturan Pemerintah Nomaor 32 Tahun 2021 tentang Bidang Penerbanpan
Peraturan Pemerintah Nomes 32 Tahun 2021 tentang Bidang Perkereta apian

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Siandar Cperasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemarintaban.

D o ~ h A

10 Peraturan Menter Perhubungan RI Momar 12 Tahun 2021 tentang Stendar Keglatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Bensaha Berbasis Rislko Sektor Transportasi

10 Poraturan Wallkota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pemyaienpgaraan Perizinan Benmsaha
Berbans Risiko

11 Peraturan Walkota Sima Nomar 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Barusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

Sarana, Prasarana,

ATE, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meya, Kursi, Intemnet, nuang konsultas:

dan/ateu Fasitas tasiitasi, Perlenghapan Survei.
3|Kompetensi Pelaksana | 1 Mampu berkomunikasl dengan baik
2 Memahami Regulasi Terkail dengan sektor Transportasi
3 Mampu mengoperasikan komputes
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4| Fengawasan Intermal | 1 Kepala Dinas
2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendall Mutu
4 Sub Keordinalor Tehnis
5!Jumish Pelaksana Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6iJaminan Pelayanan | Pengunssan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel,
TjJaminen Keamanan  |lzin dar OSS dijamin keabsahanmya
dan Kessiamatan
Pelayanan
#|Evaluasi Kinerja 3 (tiga) Bulan Sekal
Pelaksana

Krita Bima , 2022

4-2-

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN




No. Dokumen - Ol
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEKTOR KESEHMATAN Revisi ;
Tgl Efektf 4-:.-2022
KBLI (seluruh KEL | Sektor Kesashatan) r
Ruang Lingkup
Kegiatan Seluruh
Unit @ mmmnuoulumTmsummﬂmn
¥ e yeng terkait dangan proses penyampelan petayansn (service defivery) meliputi |
No. |Komponen ' * Uraian
1 |Persyaratan a Administrasi (dokumen asll yang discan)
1 Foto Copy KTP
2 Folo copy NPWP Pribadii Perusahaan
3 Email aktif perusahaan
4 Nomor Hp aktif pemilik usaha
$ Jika Barbadan Hukum, lampirkan akts pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan
b Teknis, meliput .
1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegintan Usaha
2 |Sistem Makanisme dan
Prosedur
Pelaku Usaha ‘
Permohanan Perizinan
Berusaha Melalul 0SS
Ya
Kepala Dinas
SS/txin/PB UMKU
Jangka Waktu c
3 P o Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4 |Masa Berlaku Berdasarken Risiko pada KBLI Kogiatan Usaha
§ |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk Pelayanan NIB, Sertifkat Standar, Sertifikat Standar 'rm Otomatis SS Terverifikasi, PB UMKU
7 |Penanganan 1 Customer Service Ruang Fasiltasi dan Konsuitas:
Pengadusn, Saran dan| 2 Kotak Saran
Masuykan 3 Surat Pengeduan JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Keo
Rasanae Barat kotabima
4 E-mail dpmptsp.kotadima@gmail.com
$ Website www.dpmptsp bimakota.go.ld
6 Media Sosial Facebook ; dpmptspkotabima
7 Telp. Fax 037443214




No. | Kompanen

|

Uraian

1| Dasar Hukum

1 Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang - Undeng No. 11 Tahun 2020 tentang Ciota Kerja

3 Peratwan Pemerintah Mo, § Tahun 2021 fentang Penyelenggaraan Perzinan Berusaha Berbasis
Rislko,

4 Peratwan Pemerintah No. & Tahun 2021 tentang Penyslenggaraan Perizinan Berusaha o
Daerah.
5 Peratwan Pemerintah Nomor. 47 Tehun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang perumahsakitan

T Peraturan Memer Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Nomaor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pemyusunan Standar Operasional Prosadur (SOP) Adminisirasi
Pemerintahan.

& Pesaturan Menten Kesehatan Rl Nomor 14 Tahun 2021 tentang Stender Kegiaten Usaha dan
Produk pada Penyelenggaran Perizinan Bensahe Berbass Risiko sekitor Kosshatan

9 Peratwran Baedan Pengawasan Cbat dan Makanan Nomor 10 Tatun 2021 tentang Standar
Fegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sekier
Obat dan Maakanan

10 Peraturan Wabkoba Bima Nomor 88 Tehun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbaus Risiko

11 Peraturan Walkota Bima Nomor T8 Tabun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Saty Fintu Kota Bima,

2| Sarana, Prasarana,
danfatau Fasilitas

ATK, Komputer, Printer, Scanner, Talepon, Ruang Kerja, Meja, Kurs), Intermet, ruang konsultas:
fasilitasi, Perlengkapan Survei.

3[Kompetensi Polaksana

1 Mampu berkomunikasi dengan beik

2 Memaehami Reguiasi Terkait dengan sekior kesehatan
3 Mampu mengoperasikan komputer

4 Memahemi lahapan kerja (prosedur)

4|Pengawasan Intermal | 1 Kepala Dinas
2 Sekretarie
3 KoordinatorPengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5| Jumiah Pelaksana entativ (Maksimal 5 Crang)
6| Jaminan Pelayanan  |Pengurusan izin yang Transparan, Cepal dan Akurtabel.
7|Jaminan Kaamanan  |lzin dari 0SS djamin keabsahannya
dan Keselamatan
Palayanan
8| Evalugsi Kinerja 3 (tiga} Bulsn Sekal
Pelaksanas

Kota 8ima , & -z - 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Wumwmummm
RO L




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  |No. Dokumen = »)]|
RISIKO SEKTOR PARMISATA =

Toi Efektt 42 -25272|

Katl (saluruh KBLI Sekior PARIWISATA)
Ruang Lingkup Selunh
Kegiatan —
U ;. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu = =
3 | P 1Y W r a . | :
.| Komponen Uraian
Persyeratan a Administrasi (dokumen ash yang discan) :
1 Folo Copy KTP

2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan

3 Emad aktf perusahaan

4 Nomor Hp aktif pemilik

5 Jika Berbadan Hukum, lampirksn akia pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan
b Teknis, meliputh :

1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBL! Kegistan Usaha

Sistem Mekanisme dan
Prosedar Pefaku Ussha ‘

Tidak Permohonan Perizinan
Berusaha Metalui 0SS

v

Ya

Kepala Dinas

3

g [ Berdesarkan Risko peda KBLI Kegiatan Usaha
4 |Masa Berlaku Bocdasarkan Risko pada KBLI Kagistan Usaha
5 |Biaya/Tanf Tidak ada biaye/Tarif
6 |Produk Pelayanan NIB, Sertifkat Standar, Sertifkat Standar Terbit Otomatis SS Terverifikasl, PB UMKU
7 |Penanganan 1 Customer Servica ; Ruang Fasiltasi dan Korsultasi
Pengaduan, Saran dan| 2 Kotak Saran :
Masukan 3 Surat Pengaduan JL.Gajah Mada No.10 Kal. Pane Kec. Rasanae
Barat ketabima
4 E-mail - dpmptsp kotabima@gmail.com
5 Website www.dpmptsp.bimakota go.id
6 Media Sosial . Facebook ' dpmpispkotabima

7 Telp, Fax : 0374-43214




Uraian

1 M-mm.ﬁfmmmmhhymm

2 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karja

3 Peraburan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berussha Berbasis
Risiko.

4 Peaturan Pemerintah No, 6 Tahun 2021 tentang Penyslenggaraan Perizinan Benmaha df Daerah,

5 Peraturan Menteri Parwisata dan shonomi kreatif Nomor 7 Talun 2021 tentang Norma, Standar,
Prosadus dan Kreteria Perizinan Benusaha Berbasis Rigiko di seklor Ekonomi Kreat.

6 Perahwan Menterd Pendayagunean Aparabur Negara dan Reformasi Brokrasi Momor 35 Tahun 2012
Tentang Pedaman Peryusunan Stendar Operasional Prosedur {SOP) Administrasi Pamerintahan,

T Peraturan Merter Panwisata dan ekonomi kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang  Standar Kegiatan
Usaha pada penyelenggaraan Perizinan Benusaha Berbasis Risiko di seidor Pariwisala.

& Peraturan \Wallkota Bima Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraen Perinnan Berusaha
Berbasis Risiko

5 Peraturan Walikots Bima Nomor 76 Tabun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyelenggaraan
Parizinan Berussha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Petayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Bima.
2|Sarana, Prasarana, | ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, iemet, ruang konsultasi lasiitas:
dan/atau Fasiitas Perlengkapan Survei.

JjKompetensi Pelaksana

1 Mampuy berkomunikasi dangan baik

2 Memahami Reguiasi Terkell dengan sekior Parwisata
3 Mampu mengoperasikan kompuber

4 Memahami tahapan keria (prosedur)

4 Pengawasan Internal | 1 Kepala Dinas
2 Selretaris
3 Koordinator/Pengendal Muty
4_Sub Koordinator/Pengendall Teknis
5|Jumiah Pelakeana Tentativ (Maksimal § Crang)
68| Jaminan Pelayanan | Pengurusan [zin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel,
T{Jaminan Keamanan  |izn dar OSS dijemin keabsshannys
dan Keselamatan
Felayanan
8(Evaluasi Kinerja 3 {tiga) Bulan Sekal e

Pelaksana




No. Dokumen . Ol z
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEXTOR KEAGAMAAN Revisi
Tal. Efektit 4_ 2 .Z@ 7|
K8LI (saluruh KBLI Sektor KEAGAMAAN)
Ruang Lingkup
Keglatan Selurun
Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bime
|No. | Komponen Uralan
1 |Persyaratan a  Administrasi (dokumen asli yang discan) -
1 Folo Copy KTP
2 Foto copy NPWP Pribadl Perusahaan
3 Emai akiif perusahaan
4 Nomor Hp aktif pemilik
5 Jike Berbadan Hukum, fampirkan akta pendinian perusahaary SK AHU Perusahaan
|b Teknis, meliput :
1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Keglatan Useha
2 |Sistem Mekanisme dan
Pr A{ Pelaku Usaha
Tidak Permohonan Perizinan
Berusaha Melatul 0SS
Ya
-
Kepala Dinas
1
S5/2in/PB UMKU  pros—
J-‘
Jangka Waktu '
3 Peia Berdasarkan Risikc pada KBL| Kegiatan Usaha
4 |Masa Berfaku {Berdasarken Risiko pada KBLI| Kegiatan Usaha
5 |Blaya/Tarif Tidak ada biaya/Tanf
6 |Produk Pelayanan NiB, Sertifkat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis. SS Terverifikasi, PB UMKU
7 |Pananganan 1 Customer Service Ruang Fasiitas: dan Konsultasi
Pengaduan, Saran dan| 2 Ketak Saran
Masukan 3 Surat Pengaduan JL.Gajah Mada No.10 Kat Pane Kec. Rasanae
Barat ketabima
4 E-muell t5p. kotabima@gmail.com
5 Waebsite www.dpmptsp bimakota go.id
6 Media Sosial Facebook : dpmpispkotahima
7 Teip. Fax 037443214




Uralan

1 Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tertang Cipla Kera

2 Paraturan Pemerintah Mo 5 Tahun 2027 tentang Peryelenagarasn Perizinan Berueaha Berbasis
Risbko

4 Pefaturan Pamerintah No. 6 Tahun 2021 fentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah,

§ Pefaturan Menteri Pendayagunaan Aparahur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomeor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pemusunan Standar Oparasional Prosedur (SOP) Administras
Pemenntahan,

§ Peraturan Menter Agama Rl Nomor 5 Tebun 2021 tentang Standar Kegiatan Ugaha
FPenyelenggaraan Perfalanan fhadah Umroh dan Perjalanan lbadah Haji Khusus

7 Peraturan Walkota Bima Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha
Bartiasia Rimiko

0 Peraturan Walikota Bima Momer T6 Tabun 2021 tentang Pedelegesian kewenangan
Pemyelengparaan Perizinan Berusaha Berbases Risiko Kepada Dinas Penanamen Modai dan
Pefayanan Terpadu Setu Pintu Kota Bima.

uwml. Fasiitas

ATE., Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, intermet, ruang konsuttasi
fasiitasl Perangkapan Survei

3| Kompetensi Pelaksana

1 Mampu berkomunikasi dengan baik

2 Memahami Regquiasi Terkail dengan sekior Keagamaan
3 Mampu mengoperasikan komputer

4 Memahami tahapan kerja (prosedur)

4|Pengawasan Intemal | 1 Kepela Dinas
2 Sekretane
3 Koordinator/Pengendal Mutu
4 MMWWH% x
5| Jumiah Pelaksana Tentativ (Maksima! 5 Orang) _
6| Jaminan Patayznan Pengunusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7|Jaminan Keamanan  |lzin dari 055 djamin keabsahannya
dan Keselamatan
Pelayanan
8| Evaluasl Kinerja 3 (tiga) Bulan Sekal
Pelaksana




No. Dokumen — 03
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS

RISIKO SEKTOR TELEKOMUNIKASY, PENYIARAN DAN SISTEM

TRANSAKS! ELEKTRONIK Revisi :
Tol.Efeitit - 4.9
KBLI (seluruh KBLI Sektor Telekomunikasi, penylaran 4 Z-262%
dan sistem Transakasi Elekironik)
Ruang Lingkup Seluruh
Kegiatan
_utm Dinas Penanaman Moda! dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima
! 9 ‘ 1
No. Uraian
1 |Persyaratan a Administrasi (dokumen ash yang drscan) .
1 Foto Copy KTP
2 Foto copy NPWP Pribadl/ Perusahaan
3 Emall aktif parusahaan
4 Nomor Hp aktil pemilik
§ Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaarn/ SK AHU Perusaharn
b Teknis, mefiputi :
1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBL! Kegiatan Usaha
2 |Sistem Mekamnvsme dan
Prosedur H Pelaku Usaha H
Permohanan Perizinan
Berussha Melalui 0SS
Ya
-
Kepala Dinas
N
55,'2.!’” UMKU ——— e e
--—-—""-d
Jangka Waktu ?
3 Pelayanan Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4 |Masa Berlaku Berdasarkan Risiko pada KBL! Kegiatan Usaha
5 [Biaya/Tarif Tidzk ada biaya/Tarif
6 |Prcduk Palayanan NIB, Sertifkat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis SS Terverifikasi, PB UMKU
7 {Penanganan 1 Customer Service : Ruang Fasiltas! dan Konsultasi
Pengaduan, Sarandan| 2 Kotak Saran
Masukan 3 Surat Pengaduan JL.Gajah Mada No.10 Kel, Pane Kec. Rasanae Barat
kotabima
4 E-maid dpmptsp. kotabima@gmail.com
5 Website www.domptsp bimakota go.id
5 Media Somal Facebook : dpmptspkotabima

037443214

7 Teip. Fax




. :

Liraian

1 Undang - Lindang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3 Peratwan Pemerintah No. § Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pearizinan Betusaha Berbasls
Risiko.

4 Peraturan Pemenotah No. 6 Tehun 2021 temang Penyelenggaraan Perianan Berusaha di Daerah,

5 Peraturan Pemenmtah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

& Peraturan Menteri Komunikasi dan informasi Rl Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usala dan Stendar Prnduk pede Penyelangparaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor
Fos Telekomunikasi dar sietem transakasl slektronik

T Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tabun
2012 Teotanp Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Adminstrasi
Pemerintahan

8 Peraturen Mentar Komunikasi dan Informasi Rl Momor § Tehun 2021 tentang Peraturan
Telekomunikasi

§ Pereturan Menteri Komunikasi dan Informasi Rl Nomor 7 Tabun 2021 tentang Penggunasn
Frekwensi Radio

10 Peraturan Walikota Bima Nemor 69 Tatun 2021 tentang Penyalenggaraan Perzinan Berusaha

11 Peraturan Walkala Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelagasian kewenangan
Penyelengparaan Peiizinan Berusaha Berbasie Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanar Terpadu Satu Pintu Keta Bima,

2| Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Komputer, Printar, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Intemet, ruang konsultas
tasilitasi, Pedengikapan Survel

3| Kompetensl Pelaksana

1 Mampu berkomuniias! dengan baik

2 Memahami Reguiasi Terkait dengan sekior Telekomunikasi, Pemyiaren dan sistem transaks)
elektr unik

3 Mampu mengoperasikan komputer

4 Memahami tahapan kerjs (prosedur)

4 |Pengawasan Internal

1 Kepala Dinas

2 Sekreteris

3 Koordinator/Pangendall Mutu

4 Sub Koordinaton Teknis

5|Jumiah Pelaksana

Tartativ (Maksimal 5 Orang)

B Jamman Pelayanan

Pengurusan ixin yang Transparan, Cepal dan Akuntabel.

7|Jaminan Keamanan lzin dan 0SS dijamin keabsshannya
dan Keselamatan
Petayenan

8|Evaluasl Kinerja 3 {tiga) Bulan Sekah
Pelaksana

Knta Bima, 4.7 - 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
ADU SATU PINTU KOTA BIlA,
ot T anet ALt AL
w1 R TR
M
{Ivia)
2005011004




Nc. Dokumen : o‘q

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Revisi

Tol Etekt! 4»2'2«:1,2,1

KBLI seluruh KBLI Sektor PERTAHANAN

Ruang Lingkup
Kegiatan Seluruh
Unit Kerja - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

" proses ; s

1 |Persyaratan 8 Administrasi (dekumen asll yang discan)

1 Foto Copy KTP

2 Foto copy NPWP PribadV Perusahaan

3 Emad aktif perusahsan

4 Nomor Hp aktif pemiik

5 Jika Berbaden Hukum. lampirkan akta pendirian perusahsan/ SK AHU Perusahaan
b Teknis, meliputi :

1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha

2 |Sistem Mekanisme dan
Prosedur M Pelaku Usaha }_

Permohanan Perizinan
Berusaha Meialul 0SS

Ya

Kepails Dinas

¥

sﬂwn UMKU e e e AR )

e ——cu
3 ::mw.m Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4 |Masa Berlaku Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5 | Bisya/Tarl Tidak ada blaya/Tarif
8 |Produk Pelayanan NIB, Sertifkat Standar, WMTNMWSSTMd PB UMKU
7 |Penanganan 1 Customer Sesvice Ruang Fasitasi dan Konsultas
Pengadnan, Saran dan | 2 Kotak Saran :
Masukan 3 Surst Pengaduan : JL Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kac. Rasanae Barat
kotablma
4 E-maill dpmptap kotabi mail com
5 Website www . dpmptsp bimakota.go.id
6 Media Soslal Facebook : dpmptepkatabima

7 Telp. Fax : 037443214




Dasar Mukum

1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Petayanan Publik

Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pemturan Pamerintah No. § Tahun 2021 tentang Penyelenpgarsen Perizinan Berusaha Berbasis
Rislko.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggeraan Perizinan Berusaha d Daorah,

Peraturan Menteri Pendsyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasl
Pemerintahan,

Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Ueahs dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Rislkc Sektor Partshanan dan
Keamanan Suhsektar Keamanan

Peraturan Manteri Pertahanan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standsr Keglatan Usaha dan
Produk pade Penyslanggaraan Perizinan Berusaha Berbasls Risiko Saktor Pertshanan dan
Keamanan subsektor Pertshanan

Peraturan Waeikata Bima Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaho
Berbasis Risiko

Peraturan Walkota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan
Penyelenggaraen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan

Petayanen Temadu Setu Pintu Kota Bima,

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasiitas

ATK, Kompister, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi
faslitssl, Pedengkapan Survel.

Kompetsnsi Pelaksana

1 Mampu berkomunikasi dengan baik

2 Memahami Regulas Terkalt dengan saktor Pertahanan dan Keamanan
3 Mampu mengoporasikan komputer

4 Memehami tahapan kerjs (prosedur)

4 |Pengawasan Internal | 1 Kepala Dmas
2 Sekrstaris
3 Koordinator/Pengendall Mutu
4 Sub Koordinator/Pengandali Teknie
5|Jumniah Pelaksana Tentativ (Maksimal 5 Orang)
eJamhonPl Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7|Jaminan Keamanan  |lzin dari OSS dijamin keabsahannya
dan Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi Kinefja 3 (tige) Buian Sekal
Pelaksana

-
it 198907292005011004




1 Foto Copy KTP

b Teknis, meliputi -

2 Foto copy NPWP Pribady Perusahaan
3 Email aktif perusahaan
4 Nomor Hp aktif pemilik
5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan

Nc. Dokumen | o'g
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SERBASIS
RISIKO S8EKTOR KETEHADAKERJAAN Revisi .
Tal, Efektf ¢ 4.2 -2522
KBLI seluruh KBLI Sektor KETENAGAKERJAAN
Ruang Lingkup
Kegtatan Seturuh
Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima
No. |Komponen Uraian
1 |Persyaratan a8 Administrasi (dokumen asll yang discan)

1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegistan Usaha

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Pelaku Usaha

fe—r -

Permohonan Perizinan
Berusaha Melalui 0SS

Ys

—

v

Pengaduan, Saran dan
Masukan

2 Kntak Saran
3 Swal Pengaduan

4 E-mad
§ Website
6 Media Sosial

7 Telp. Fax

§5/tzin/PB UMKU
3 ‘F’,:?;:n:vn'“' Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4 [Masa Bedaku Bordasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5 |Biaya/Tanf Tidak ada biaya/Tarit
8 |Produk Pelayanan NIB, Sertifkat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatia SS Terverifikasi, PB UMKU
7 [Penanganan 1 Customer Service 2 Ruang Fasiitasi dan Konsuttasi

JL . Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat
kotabima

dpmptsp kotabima@gmall.com

www.dpmptsp. bimakota.go.id

Facebook : dpmptspkotabima

0374-43214




Uraian

¥ Undang — Undang No_ 25 Tahun 2000 tendang Pelaysnan Publik

2 Undang - Uindang Mo. 11 Talwn 2020 tentang Cipts Kerja

3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tertang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Rislke

4 Peraturen Pemenntah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelehggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahuh 2021 tentang Penggunean Tenapa Kerja Asing,
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tertang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahuh 2021 lentang Penyelenggaraan Jaminan Kehidahgan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatr Negara dan Reformasi Birokrass Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOF) Administrasi Pemerintahan,

o -~ i oo

8 Peraturan Menien Ketenagekerjaan Rl Nomer & Tahun 2021 lentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyslenpggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sekdor Ketenagakerjaan

10 Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berssaha
Berbasis Risiko

1t Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegeaian kewenangan
Penyelenggaraan Perlanan Berusaha Berbasks Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

Sarana, Presarana,
dan'atau Fasilitas

ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, intemel, ruang konsultasi
tasiitasi, Perenpkapan Survel.

Kompetens: Pelsksans

1 Mampu berkomunikes! dengan baik

2 Memahami Regulasi Terkalt dengan sekior Ketenagakerjaan
3 Mampu mengoperasikan komputer

4 Memahami tahapen kerja {prosedur)

Pengawesan intemal | 1 Kepalka Dinas
2 Sekretars
3 KoordinaterPengendall Mutu
4 Sub Koordinetor/Pengendall Teknis
5|Jumish Pelaksana Tentatiy (Maksimal § Qrang)
EJ P X Fangurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel,
7|Jaminen Keamanan  |izin darl OSS dijamin keabsahanmya
dan Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi Kinerja 3 {liga) Bulan Sekal

Pelaksana




Noc. Dokumen . ([,
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS :

RISIKO SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Revisi
Tol. Efektif 4 s Q’Mj'

KBU (seluruh KBLI Sektor Pondidikan dan
Kebudaysan)
Ruang Lingkup
Kegiatan Seluruh
Unit Kerja . Dwnes Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bims
A. |Komponen Standar Pelaysnan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan {service defivery) meliputi :
No. |Kompenen Uraian
1 |Persyaratan a Administrasi (dokumen asli yang discan) :
1 Faoto Copy KTP
2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaen
3 Emall aktif perusahaan
4 Nomar Hp aktif pemilik usaha
5 Jika Berbadan Hukum, iampirkan akta pendinian perusahaan/ SK AHU Perusahsan
h Teknis, meliputi -
1 Berdasarkan Jenis Risiko Dslam KBLI Keglatan Usaha
2 |Sistem Mekanisme dan
Prosediy _{ Pejaku Usaha }
Tioak Permohanan Perizinan
Berusaha Mejelul 0SS
Ya
’
Kepala Dinas
\_
$5/t2in/PB UMKU -
Jangka Waktu 7
3 Pela Berdasarkan Risiko pada KBLI Keglatan Usahs
4 |Masa Berlaku Berdasarkan Risiko pade KBLI Kegistan Usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ads biaya/Tarif
6 |Produk Pelayanan NIB, Sertifkat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomabs. SS Tervenfikas:, PB UMKU
7 |Penanganan 1 Customer Service Ruang Fasittasi dan Konsultasi
Pengaduan, Saran dan [ 2 Kotak Seran
Masukan 3 Surat Pengaduan JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec.
Rasanae Baral kotabima
4 E-maii : dpmptsp kotalima@gmail com
5 Website : www dpmptsp bimakota.go.id
6 Media Sosial > Facebook : dpmptspkotabima
7 Talp, Fax . 0374-43214




Komponen

1 Undang — Undang Nc. 25 Tahun 2009 teniang Pelayahan Pubiik

2 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tertang Cipta Kerja

3 Peratiran Pemerintah No. § Tahun 2021 tertang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko,

4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha & Daerah.

5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudsyaan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar,
Prosedur dan Kretena Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan di kawssan
Ekonomi Khusus.

§ Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Rt Nomor 11 Tahun 2021 ientang tats cara
penggenaan senksi administrasl ferhadap pelanggaran Perizinan Usaha sekior Kebudayesn.

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Apamatur Negora dan Reformasi Brokrasi Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyustnan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemenntahan.

& Peraturan Menteh Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Keglatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Seklor Pendidikan
dan Kebudayaan

9 Peraturan Wakkota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraen Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

10 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan
Penyelenggaraen Perizinan Berusaha Betbasis Risiko Kepada Dinas Pananaman Modal dan

?
§

dan/atsu Fasilitas .

Petayanan Tespady Satu Pintu Kota Bima,
ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kena, Meja, Kursi, Intemot, ruang konsultasi
tasiitasi, Perfengkapan Survei.

1 Mampu berkomunikasi dengan baik

2 Memaham: Reguiasi Terkait dengan sektor Pendidikan dan Kebudayaan
3 Mampu mengoperasikan komputer

4 Memahami tahapan kerja (prosedur)

4| Pengawasan Intemal

1 Kepala Dinas

2 Sekretaris

3 Koordinatur/Pengendali Mutu

4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis

5|Jumish Pelaksana | Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6|Jaminan Pelayanan  |Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntahel
7[Jaminan Keamanan  |izin dari OSS difamin koabsahannya
dan Keselamatan
Pelayanan
8|Eveluasi Kinerja 3 (tiga) Bulan Sekalt

Pelaksana




